LAMPIRAN

YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (82) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S83) TERAKREDITASI

Kampus : JI. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail

Nomor : 449/K/FH/V/2022

Lampiran - :

Perihal : Permoh Melakukan Penggalian Data
Penelitian.

Kepada Yth :

Muhammad Naufal Arifiyanto, S.H., M.H.
Dosen STKIP PGRI Jombang 3
Jombang.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa dengan judul * Tinjauan Yuridis Tentang
Kejahatan Ginosida Didalam RUU KUHP 2019 Ditinjau dari Hukum Hak Azazi Manusia ,
yang memerlukan bahan hukum, Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan
memerlukan sumber data yang dibutuhkan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan untuk
memberikan ijin & bantuan kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Inez Devina Clarissa.
NIM 1 1311800121
Program Studi : Strata S.1

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan
terima kasih.

Lampiran 1. Permohonan Izin Penggalian Data Penelitian
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YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) TERAKREDITASI

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) TERAKREDITASI
Kampus : JI. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail

Nomor : 449/K/FH/V/2022

Lampiran Do .

Perihal : Permohonan Melakukan Penggalian Data
Penelitian.

Kepada Yth :

Imam Sukadi, S,H, M.H.
Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang
Kejahatan Ginosida Didalam RUU KUHP 2019 Ditinjau dari Hukum Hak Azazi Manusia *,
yang memerlukan bahan hukum,  Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan
memerlukan sumber data yang dibutuhkan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan untuk

berikan ijin & b kepada mahasiswa di bawah ini :
Nama : Inez Devina Clarissa.
NIM 11311800121
Program Studi : Strata S.1

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan
terima kasih.

NPP 2030860
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Lampiran 2. Permohonan Izin Penggalian Data Penelitian
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YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) TERAKREDITASI

Kampus : JI. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail

Nomor : 449/K/FH/V/2022

Lampiran e

Perihal : Permohonan Melakukan Penggalian Data
Penelitian.

Kepada Yth :

Dr.Dewi Bunga, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Dharma Duta.

Universitas Hindu Negeri | Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar Bali.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang
Kejahatan Ginosida Didalam RUU KUHP 2019 Ditinjau dari Hukum Hak Azazi Manusia “,
yang memerlukan bahan hukum, Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan
memerlukan sumber data yang dibutuhkan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan untuk
memberikan ijin & bantuan kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Inez Devina Clarissa.
NIM 11311800121
Program Studi : Strata S.1

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan
terima kasih.

. Slaiet Sthartgno, S.H.. M.H., CMC.
NPP : 20310860065

Lampiran 3. Permohonan lIzin Penggalian Data Penelitian
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Draft Pertanvaan

. Bagaimana pengaturan kejahatan genosida dalam REKUHP 2019

menurut bapak/ibu?

Apakah kejahatan genosida pantas diatur dalam RKUHP 20197
Apakah kejahatan genosida dalam REEUHP 2019 telah sesuai apabila
diterapkan di Indonesia? {Mengingat pengaturan mengenai RETUUHP
2019 vang tampak sesuai dengan pendapat Raphael Lemkin dalam
bukunva)

Bagaimana perubahan vang harus dilalukan terhadap RKUHP 2019
apabila kejahatan genosida tetap dimasukkan ke dalam rumusan
undang-undangnva? (Seperti penambahan wuntuk pengecualian
pemberian amnesti terhadap pelaku tindak kejahatan genosida,
meningat Pasal 140 RKUHP 2019 kewenangan pelaksanaan pidana
dapat gugur apabila terpidana mendapat grasi atau amnesti
sedangkan dalam hukum intemasional, pelaku kejahatan genosida
tidak diperbolehkan mendapat amnesti)

Apakah kejahatan genosida dalam REUHP 2019 dapat digunakan
secara efektif apabila terjadi kejahatan genosida lagi di Indonesia?
Apakah kejahatan genosida dalam Statuta FRoma dapat dikatakan
tepat apabila telah diratifikasi dan dijadikan sebagai acuan dalam
undang-undang nasional?

Apakah kejahatan genosida lebih tepat ditujukan terhadap aksi vang
harus ditargetkan terhadap golongan penting terhadap suatu
kelompok atau kehancuran menveluruh atas kelompok tersebut?

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan untuk Penelitian
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